DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 188.4/ |6 /DPRD/2025
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

e KABUPATEN BARITO TIMUR,
Menimbang : a. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Daerah
Kabupaten Barito Timur Nomor

188.4 /7 /DPRD /2025 tentang Penetapan
. Program Pembentukan Peraturan Daerah

Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 perlu
dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan
. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur
g tentang Penetapan Perubahan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten

Barito Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);




2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Repubilik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis  Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis  Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daecrah
dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6187);




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor
1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Barito
Timur (Berita Dacrah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2018 Nomor 23);




Memperhatikan

S.

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 180/151/HUK/XI/2024 tanggal
6 November 2024 perihal Program Pembentukan
Perda (Promperda) Kab. Barito Timur Tahun
2025;

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 180/158/HUK/XI/2024 tanggal
13 November 2024 perihal Penambahan Program
Pembentukan Perda (Promperda) Kab. Barito
Timur Tahun 2025;

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 180/5/HUK/I/2025 tanggal 21
Januari 2025 perihal Penambahan Program
Pembentukan Perda (Promperda) Kab. Barito
Timur Tahun 2025;

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 180/30/HUK/I/2025 tanggal 21
Agustus 2025 perihal Penambahan Program
Pembentukan Perda (Promperda] Kabupaten
Barito Timur Tahun 2025;

Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan
Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Barito
Timur dengan agenda Persiapan dan
Pembahasan Program Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 20285,
tanggal 7 November 2024.

. Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan

Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Barito
Timur dengan agenda Penyusunan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten

Barito Timur Tahun 2025, tanggal 4 Marect 2025.

. Hasil Rapat Kerpja Badan Pembentukan

Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Barito
Timur dengan agenda Penyusunan Perubahan
Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2025, tanggal
18 September 2025.




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN :

Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang
Penetapan Perubahan Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun
2025;

Perubahan Program Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025
tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Keputusan DPRD
ini;

Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Bupati
Barito Timur sebagai Dokumen Penyusunan dan
Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Timur Tahun 2025;

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka
Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor
188.4/7/DPRD /2025 tentang Penetapan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2025, dicabut dan tidak berlaku lagi;
Keputusan DPRD ini disampaikan pada Rapat
Paripurna VI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025;
Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal & Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 188.4/ |5 /DPRD/2025
PENETAPAN

TENTANG

PERUBAHAN

PROGRAM

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO TIMUR TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025

NO. | JENIS TENTANG MATERI POKOK = STATES | T
1 2 3 4 5 6 7
1. Raperda | Pertanggungjawaban Anggaran | Pertanggungjawaban Anggaran x Badan Pengelolaan
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun | Pendapatan dan Belanja Daerah Keuangan dan Aset
Anggaran 2024 Tahun Anggaran 2024 Daerah
;¢ Raperda | Perubahan Anggaran Pendapatan dan | Perubahan Anggaran Pendapatan x Badan Pengelolaan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 |dan Belanja Daerah  Tahun Keuangan dan Aset
Anggaran 2025 Daerah
3. Raperda | Rencana Pembangunan Jangka | Dokumen Rencana Pembangunan x Badan Perencanaan
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Jangka Menengah Daerah Tahun Pembangunan dan
2025-2029 Litbang Daerah
4. | Raperda | Pengelolaan Air Limbah Domestik Sistem Pengelolaan Air Limbah x Dinas Pekerjaan
Domestik yang lengkap, efisein, Umum, Penataan
efektif dan berwawasan lingkungan Ruang, Perumahan
dan Kawasan
Permukiman




Peredaran  Gelap
Prekursor Narkotika.

Narkotika

dan

dan Peredaran Gelap Narkotika,
Pskotropika dan Zat adiktif lainnya
dalam

pemberantasan,

upaya pencegahan,
rehabilitasi, dan
penanggulangan dampak negatif
dari Penyalahgunaan dan
Narkotika,

Pskotropika dan Zat adiktif lainnya

Peredaran Gelap

mewn&m Pencegahan wm_.wmém..bmb Usia Anak Melindungi hmw-rmw anak, m Dinas ﬁoh_umam%mmb
Mencegah Praktik Perkawinan Usia Perempuan,
Anak, Menjamin Tumbuh Kembang Perlindungan Anak
Anak  secara  Optimal, serta dan Keluarga
meningkatkan Kualitas Hidup Anak Berencana
dan Keluarga

Raperda | Pengarusutamaan Gender Guna memberikan Arah, Landasan X Dinas Pemberdayaan
dan Kepastian Hukum dalam Perempuan,
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perlindungan Anak
Pembangunan yang berperspektif dan Keluarga
Gender Berencana

Raperda | Fasilitasi Pencegahan dan | Untuk menciptakan lingkungan x Badan Kesatuan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan |yang bersih dari Penyalahgunaan Bangsa dan Politik




bagi kesejahteraan masyarakat

setempat.

mm mmﬁumam Perlindungan dan mm.wﬁmbﬁwmb Hak-hak | Untuk BméE.ﬁQWNb Kesetaraan dan Dinas vmwcoam%mmb
Penyandang Disabilitas Nondiskriminasi bagi Penyandang Masyarakat Desa dan
Disabilitas Sosial
9. Raperda | Anggaran Pendapatan dan Belanja | Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelolaan
Daerah Tahun Anggaran 2026 Daerah Tahun Anggaran 2026 Keuangan dan Aset
Daerah
10. | Raperda | Grand Design Pembangunan | Untuk mengintegrasikan Aspek Dinas Pemberdayaan
Kependudukan (GDPK) 5  Pilar | Kependudukan dalam  seluruh Perempuan,
Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 - | Perencanaan dan  pelaksanaan Perlindungan Anak
2045 Pembangunan Daerah  dengan dan Keluarga
tujuan untuk mewujudkan Berencana
pembangunan yang berwawasan
kependudukan, berkelanjutan, dan
berkualitas, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
11. | Raperda | Rencana Induk Pembangunan | Untuk memastikan pembangunan Dinas Kebudayaan,
Kepariwisataan = Kabupaten  Barito | pariwisata di Barito Timur berjalan Pariwisata,
Timur Tahun 2026 — 2045 secara terencana, berkelanjutan, Kepemudaan dan
dan memberikan manfaat maksimal Olah Raga




2 3 4 5 6 4

Raperda | Pemberian Insentif dan Kemudahan | Meningkatkan Pertumbuhan x Sekretariat DPRD
Inisiatif | Penanaman Modal di Kabupaten Barito | Ekonomi dalam rangka memajukan

Timur Kesejahteraan Umum

Raperda | Penyelengaraan Penanggulangan | Tata Cara Penyelenggaraan X Sekretariat DPRD

Inisiatif | Bencana Daerah di Kabupaten Barito | Penanggulangan Bencana yang

Timur meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko
timbulnya bencana, kegiatan

pencegahan  bencana, tanggap

darurat, dan rehabilitasi

’ ﬂ; MH—NQEE RAKYAT DAERAH




